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Daerah Dibidang Pendidikan

Dr.Azwar Ananda MA

1. Pendahuluan

Dalam tulisan im Penulis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otononomi daerah dalam
bidang pendidikan. kurikulum sekolah (Pendidikan formal) harus diubah dar kurikulum
berbasis isi (Contents based curriculum) menjadi kurikulum berbasis kompetensi
(Competencies based curriculum). Dengan demikian kurikulum nasional akan berisikan
standar nasional atau ukuran baku vang akan menjadi acuan bagi dacrah-daerah otonom
dalam melaksanakan dan mengembangkan pendidikan di daerah masing-masing. Hal im
ditujukan agar aspirasi, lingkungan, nilai-nilal, adat-istiadat. visi dan mist daerah yang
sifatnya spesifik dapat mewarnai kurikulum pendidikan sekolah di daerah dengan tetap
berpedoman kepada standar nasional yang sda. Kemudian dalam tulisan ini Penulis juga
akan menunjukkan bahwa kurikulum berbasis kompetensi sangat memungkinkan daerah
otonom untuk mengembangkan pendidikan vang sesuail dengan karakteristik daerah tertentu,
sehingga diversifikasi pendidikan secara nasional akan terwujud dengan tetap berpijak
pada tujuan pendidikan nasional vang tercantum dalam UU No.2/1989. Tulisan ini juga
akan menunjukkan bahwa pola manjemen berbasis sekolah (school based management)
akan lebih sesuai dilaksanakan dalam otonomi pendidikan, karena pola ini memberi
peluang kepada seliap komponen masyarakal dan sekolal untuk berpartisipasi dalam

mengelola program pendidikan.

Kalau kita lihat secara saksama, kurikulum pendidikan formnal mulai dan jenjang
Pendtdikan Dasar sampa ke jenjang Pendidikan Tinggi periu terus menerus disempurnakan
dalam rangka menciptakan kehidupan manusia Indonesia vang lebih cerdas, dama, terbuka,
berdemokrasi, menerima perbedaan dan mampu bersamg dengan negara [ain sehingga

dapat mendukung diwujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penyempurnaan



kurikulum juga harus dilakukan karena kcbutuhan dan tuntutan masvarakat sccara lokal,
regional dan global selalu menginginkan standar vang lebih tinggi dalam bidang
pendidikan. Oleh sebab itu kurikulum yang berbasis kompetensi merupakan kurikulum baru
yang merupakan respon dari otoritas dalam bidang pendidikan secara nasional untuk
mengadopsi perkembangan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bermegara dalam segala
bidang kehidupan dan memperhatikan kecenderungan-kecenderngan intemasional yang

selalu berkembang sangat cepat.

Yulaclawati (2001) menguraikan minimal ada tiga hal pokok yang mendesak diadakanya
perubahan kurikulum pendidikan formal yang ada sckarang, Pertama , gerakan reformasi
yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi. menerapkan dan menghargai hak azazi
manusia. Dua komponen ini secara praktikal mempengaruhi sebuah struktur pemerintahan
dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu konsekwensi dari gerakan
reformasi ini adalah fustutan untuk mereformasi struktur pendidikan vang akan diberlakukan
termasuk tujuan dan kurikulum yang harus berorientasi pada pendidikan yang demokrasi
dan mengajarkan demokrasi. hak azazi manusia. pluraiisme sehingga bangsa Indonesia bisa
hidup secara aman dan damai dalam alam tatanan bangsa landonesia yang secara alamizh
adalah masyarakat majemuk. Kemajemukan bangsa hendakkah dilihat sebagas berkah dari
Tuhan yang Mahaesa dan modal yang bisa digunakan dalam proses pembangunan bangsa.

Kedua , Gelombang globalisme yang menuatut Pemegang oloritas dibidang pendidikan
untuk melakukan penyesuaian kebijaksanaan dalam bidang pendidikan. Abad ke-21
ditandai dengan abad informasi dan pasar bebas yang mengharuskan peserta didik untuk
membekali diri dengan kemampuan-kemampuan vang bisa dipakai sccara global seperti
penguasaan tehnologi informatika, penguasaan bahasa asing dan mengerti prinsip-prinsip

ekonomi secara mendasar.

Pada Abad ke-21 suaber kesejaliteraan suatu bangsa Hidak lagi berdasaikan atas sumber
daya atam dan sosial yang dimiliki olely bangsa ity semata. tetapi sudah bergeser kemodal
inielektual. modal sosial dan kredibilitas sehingga tunivtan untuk memutakhirkan timu

penegetahuan adalah suatu keharusan. Mutu lulusan tidak tagi cukup diukur dengan standar
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lokal dan nasional saja. tetapi juga harus memenuhi standar global atan internasional.
Dengan demikian keluaran pendidikan nasional Indor:esia akan bisa bersaing dengan
keluaran pendidikan negara lain dalam merebut pasar kerja secara internasional pula dan
mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan temuan dan teori-teor

baru.

Ketiga . Pelaksanaan otonowni daerah. Undang-undang No.22/1999 tentang otonomi daerah
mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan sudah harus berubah dari sitem sentralisasi ke
sistem disentralisasi dimana Daerah Tingkat 11 (Kabupaten dan Kota) merupakan unit
pelaksana utama datam sistem pelayanan tungsi-tungsi kenegaraan. Kemudian dajam
peraturan pemerintah No. 25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan
propinsi sebagai daerah olonom. Peraturan pemerintah No.25/2000 int menghendaki
perhmya kebijaksanaan dibidang Pendidikan sebagai berikut.

1. Penetapan Standar Kompetensi siswa dan warga belajar.

2. Pengaturan kurikulum nasional

3. Pemiaian hasil belajar secara nasionai

4. Penvusunan pedoman pelaksanaan

S. Penetapan standar maten: pelajaran pokok.

6. Penetapan kalender Pendidikan dan jumlab betajar etektif setiap tahum bagi

peudidikann dasar, mevengah dan hiar sekolab.

F.etiga hal pokok tadi, memberi landasan yang kuat mengenai perlunya penyempurnaan
kurikutum nasional vang berbasis isi menjadi kurikulum vang berbasis kompetensi.
Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar nasional dalam bidang pendidikan secara
nasional, sehingga orang tua., gur. sekolah dan Pemerintah Daerah bisa mengetahui
pencapaian tsjuan belajar secara lokal di daerahoya. Kemmdian juga bisa mengetahu
pencapain fujuan pendidikan secara regional dan nasional agar masing-masing daerah
otonom bisa saling menbandingkan pencapaian hasil belajar didaerah masing-masing

dengan daerah lainya di Indenesia,



il. Pembahasan

A. Dari Kurikulum berbasis Isi ke Kurikulum Berbasis Kempetensi.

Kurikutum vang berlaku di sekolah-sekolah sekarang i adalah Kurikulum 1994 dan
ditambah dengan suplemennya pada tahnn 1999, Kurikulum 1994 adalah kurikulum
berbasis isi dimana kurikulum ini memual inala pelajaran, pokok bahasan, buku sumber,
pedoman guru, silabus dan materi ajar secara nasional. Guiu disekolah membuat program
pengajaran berpedoman kepada kurikulum ini. sehingea semma sekolah menurut jenis dan
jenjang tertentu. meuniiki kurikuiwn vang sama di sefuruh indonesia. Walaupun sudah ada
muatan lokal dalam Kurikulum 1994 sebanyak 20 %6, nampalarya betum cfektif dalam
mengakomodasikan keinginan dan khrakteristik daerah tertentu didalam bidang pendidikan.
Ditambah lagi sistem pelaksanaan pendidikan vang tersentralisasi secara nasional membuat

muatan fokal hanva sebagas nsaha memenuhi svarat sebuah kurikulum secara nasional.

Guna lebih mengetektitkan pelaksanaan ofonomi daerah dalam bidang pendidikan, maka
kurikufum nasional sudah harus diubah dari sistem sentralisasi ke sistem disentralisast.
Bangun kurikulum yang sesaui dengan pola itu adalah kurikulum berbasis kompetensi.
Kurikulum nasional berbasis kompetensi adalah suatu format vang menetapkan apa vang
diharapkan dapat dicapai siswa/peserta didik dalam setiap tingkat pendidikan. Setiap
kompetensi menggambarkan langkah kemapuan siswa menuju kompetensi vang lebih tinggt
dalam pendidikan, moral, bahasa, matematika . sains. tehnologi, ilmu sosial, kesenian dan

pendidikan olah raga (Yulaelawati, 2001:5)

Selanjutnya kompetensi dapat dibedakan atas tiga hal pokok yaitu kompetens: lulusan,
kompetensi standar dan kompetensi dasar. Fompeienei lulusan adalah konpetensi yang
harus dicapai ketika siswa/peserta didik tamat dari satu jenjang pendidikan. Kompetens:
standar adalah standar/bakuan kinerja vane harus dicapai ketika siswa menyvelesarkan suatu
mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar mierupakan ukwran minimal/memadal yang
ditetapkan tentang kemampuan. keterampitan, sikap dan prilaku dasar dalam menguasai
materi ajar. Kompetensi dasar harus di kembangkan dan dilatihkan dan dialam siswa
secara maju dan berkelanjutan seiring dengan perkembanganya untuk menjadi mahir

berkinerja dalamn memecahkan masalah (vulaelawaii. 2001:5).
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Ketiga kompetensi tersebut merupakan standar atan vkwran baku vang bisa dijadikan ukuran
sebagai standar nasional dalam bidang pendidikan dalam era otonomi daerah yang berbasis

pada kabupaten dan kota.

Jadi kurikulum vang berbasis kompetenst adalah kurikulum vang berisi pernyataan tentang
apa yang sepantasnya dapat dilakukan siswa secara terug menerus (tetap) dalam suatu
bagian kurikulum pada tingkat tertentu. Sedangkan kurikulum berbasis isi adalah kurikulum
vang berbasis pada apa vang harus diajarkan untuk tujuan tertentu. Jadi kurikulum berbasis
kompetensi dirancang berdasarkan bagaimana siswa belajar dan bagaimana harus
melalukan sehingga kemampuan tertentu dapat dicapai. Sedangkan kurikulum berbasis isi
dirancang berdasarkan apa yang harus diajarkan (materi) unluk inencapai tujuan belajar
tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam mata pelajaran Kewarganegaraan
(K.ewargaan Negara adalah nama vang diusulkan sebagai ganti mata pelajaran PPN dalam
Furikulum 2003). Dalan ha! Demokrast, kurikulum berbasis ist menetapkan teori apa yang
diajarkan. materi apa vang harus diajarkan sehingga tujuan tercapai. Sedangkan kurtkulum
berbasis kompetensi menyatakan sebaik apa scpantasnya siswa berprilaku, bersikap dan
dapat mengambil keputusan secara demokratis. Jadi kurikulum berbasis kompetens:
mengacu kemampuan apa yang harus dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar

tetrtentu.

Jadi kurikulum berbasis kompetensi akan memuat kompetensi-kompetensi atan kemampuan-
kemampuan vang diharapkan dalam setiap jenjang pendidikan, setiap mata pelaiaran dan
setiap materi pelaran. Hal ini harus dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintahan daerah

otonom (Kabupaten dan Kota) dan sekoiah menjadi silabus, materi, buku teks dan lain-lain.

B. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Otonomi Daerah.

Otonomi daeral dalam pengertian unmm adalah diberikanya kekuasaan dan wewenang
kepada daerah (Kabupaten dan Keta) untuk mengurus dan mengatur daerah sendin agar
lebih responsif terhadap tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat daerah

(kabupaten dan Kota) dalam segala aspek kehidupan untuk membuat kebijaksanaan-



kebijaksanaan vang diperfukan. Dalam pelaksanaan otonomt tersebut dinvatakan bahwa
daerah-daerah {Kabupaten dan Kota) diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengurus
diri sendiri, yang salah satunya adalah kekuasaan daii wewenang untuk mengatur bidang

pendidikan dan kebudayaan.

Otonomi daerzh dibidang pendidikan adalah respon yang sangat pantas terhadap keluhan
dan kritikan terhadap pelaksanaan pendidikan vane selama ini dianggap terlalu sentralistik
pada tiga dekade terakhir. Pola kebijaksunaan sentralistik selama ini telah melahirkan
kebijaksanaan dan pola pelaksanaan pendidikan yang seragam diseluruh indonesia dalam
bidang kurikulum, materi, metode bahkan sistem penilaian. Pola penyeragaman tersebut
dirasakan kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia yang secara
alamiah memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal seperti kondisi alam
lingkungan tempat tinggal, mata pencarian, etnik, nilai-nilai kehidupan, agama, sostal
budaya dan cara hidup. Pola pendidikan yang sentraiistik dan penyeragaman juga telah
melahirkan berbagai distorsi pencapaian tujuan pendidikan dari kondisi sosial budaya dari
daerah. karena pola pendidikan vang sentralistik tidak memungkinkan daerah-daerah
dan/atau sekolah untuk febih aspiratif terhadap perkembangan dan merenspon tuntutan
masyarakat. K elemahan-kelemahan 1tulah vang direspon oleh otoritas pendidikan nasional
dengan welahirkan kurikulum bermasis kompetensi dalam sistem pemerintahan otonoimi

menurul undang-unfdang No.22/1999 dan peraturan pemerintalian No.25/2000.

Jadi mepurut kurikuluin berbasis kompetensi dasralt otonom (Kota dan Kabupaten) dapat
mengembangkan pendidikan vang sesuai dengan kondisi daeral. Daerah dimana
penduduknya bermata pencarian pertanion. nelayan, kehutanan, perkebunan dan industri
akan mempunvai poia kebijakasanaan pendidikan vang berbeda satu sama {ain. Akhirnya
peserta didik dididik menurut pola vang jelas. sehingga kritikan terghadap pendidikan yang

menjauhkan anak didik dari lingkunganva tidak akan terjadi lag.

Untuk menjawab tantangan dan permasatahan pendidikan yang vang berpola sentralistik dan
penyeragaman adalah meialui otonomi pendidikan di daerah (Kota dan Fabupaten). Untuk
itu kurikulum nasional harus berubah pola dari kurikulum berbasis 1si ke kurikulum
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berbasis kompetensi (From contents based curmiculum to competencies based currtcuilum).
Maka pemerintah pusat (dalam hal 1m adalah Departemen Pendidikan Nasional) hanva
menetapkan kompetensi dasar, kompetenst Julusan dan kompetensi standar secara nastonal.
Sedangkan pengembangan ketiga komnpenfensi tersebut memadi silabus. matert ajar. buku
sumber {guru dan siswa) untuk setiap waia peiajaran adalah wewenang dan tugas
pemerintzhan Kota dan Kabupaten.. Daerah dapat memasukan mater: ajar sesual dengan
pola umum pengembangan daerah madsing-masing dan sudah jetas pelaksanaan pendidikan
tidak lagi seragam akan tetapi tetap memakai kontrol kendali mutu melalui kurtkutum

nasional vang memuat stanclar atau ukuran baku vang ixuus ditkuti.

Disentralisasi Pendidikan adalah jalan terbaik yang bisa ditempuh untuk bisa
mengakomodasi perkembangan dan dinamika yang ada guia meningkatkan mutu pendidikan.
Brady (1992:4) mengatakan

Dicentalisation is seen to be an appropriate response to the need for schools to help
students cope with change and increase leisure time, to develop high levels of
talent and competence. and to meei employment requirements in a society which is
incresingly based on pluralism and individuality. While it may be difficult to
control modem education system centrally.
Brady menckankan bahwa desentralisasi pendidikan adalak pola yang tepat untuk
membanlu sekolah dalam memgembanglcan program pendidikan yang bisa membantu
peserta didik guna menghadapi berbagai perubahan dalam masyarakat. mengembangkan
kemampuan dan kompetrensi siswa dalam usaha memenuln syarat yang makin tinggi dalam
dunia keria. Jadi diseniralisasi pendidikan ini dipandang oleh Brady sebagai kebijaksanaan
strategis bagi dunia pendidikan yang bisa secara cepat merespon perkembangan masyarakat
datam berbagai bidang kehidupan. dunia kerja dan pola kehidupan vang berbasis pada ilmu

pengetahuan dan tenologi.

Kemudian kalau dilihat bagaimana sebaiknya sebuah kurikulum itu harus dibangun, maka
Posner {1998) menjelaskan minimal ada empat pertanyaan yang harus diajokan dan
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan mencerminkan baik atan tidaknya sebuzh
kurikulum. Pertanyaan pertama adalah “What educational pursposes the school should seek

to attain”. Ini mencerminkan tujuan dari pendidikan vang akan dibangun. Pertanyaan kedua



“What educational experiences can be provided that arc most likely to attain these
purposes”. Im mencerminkan methode pengajaran vang dikehendaki. Ketiga “the planner
must find ways that these educational experiences can be organized eefctively dan
pertanyaan keempat adalah “the planner mmst determine whether the educational purpose
are being attained (Posuer, 1998:80-81). Jadi pendidikan yang efektif hendaknya
dikembangkan di daerah dengan memperhatikan potens:, visi dan misi daerah masing-
masing. Deugan demikian akan iahir poia pendidikan vang berakar pada budaya sendiri di
daerah otonom dengan standar nasional dan berortentast pada pemenuhan kebutuhan lokal.

nasional dan giobal dalam tenaga kerja serta kebutuhan tenaga lainya.

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki dua kenntungan utama dalam kerangka otonoms
daerah karena kurikutum berbasis kompetensi ini memiliki sifat esensial dan lentur
{Yulaclawati,2001:6). Dari segi sifat esensial atan bersifat umum, kurikulum berbasis
kompetensi inemberikan ruang kepada sekolah bersama-sama dengan pemeriniahan kota
dan/atau kabupaten untuk mengembangkan kurikulum lebih lanjut sesuai dengan
kebijhaksanaan daerah tanpa mengabaikan kebijaksanaan nasional. Yulaelawati (2001)
menggamabarkan ada enam kompetensi vang bersifat umum vang harus ada pada setiap
sekolah.

1. Kompetensi dalam pengetahuan dan kemampuan bahasa, matematika, sains dan

ilmnu sosiual;

2. Kompetensi dalam telmologi dabn perancungan, seni, kreasi dan konstruksi
{bangunan;

3. Kompetensi dalam memecahkan masalah dan bekerja secara mandirt.

4. Komnpetensi dalam kesadaran buadaya dan tingkah laku moral yang baik:

. Jkompetensi dalam bekerja sama dan pembangunan etika kerja:

6. Kompetensi dalam kesehatan Jasmani (olah raga)

Demikianlah kurikulum berbasis kompetensi dikatakan bersitat esensial.

Kemudian kurikulum berbasis kompetensi juga dikatakan bersifat lentur. Dalam hal ini
kurukuium berbasis kompetens) memberikan kesempatan kepada daerah untuk mnyesuaikan

materi ajar/pokok bahasan, buku ajar. bulm teks sesuai dengan potensi dan arah

)



perkembangan daerah tertentu sehingga pendidikan sckolah sangat akomodatif terhadap
lingkungan dan apsirasi daerah. Sekolah bersama pemermtahan Kota atan Kabupaten akan
memiliki peluang yang sangat besar untuk mengisi kurikulum sesuai dengan visi dan mist
daerah fertentu baik secara umum maupun secara kbusus sehingga akan lahir anak didik

yang berbasiy pada budaya lokal dengan standar nusional.

Furikulun berbasis kompetensi memuat visi dan wawasan masa depan. Visi dan wawasan
masa depan perlu berpijak kepada wawasan nasional dan juga visi internasional (Pusat
Kurikulum. 2001). Datam wawasan nasional kurinlum mengandung azas keanekaragaman
dan azas pemersatu. Azas keanekaragaman ditandai dengan kurikulum yang berdiversifikasi
vang mempertimbangkan potensi, aspiragi dan kebutuhan daerah. Sedangkan azas pemersatu
dalam kurikuiom ini tercermin dengan adanya standar nasional baik yang mengacu kepada
kemamopuan akademik maupun mengacu kepada keterampilan hidup yang harus dimiliki
oleh peserta didik. Kemudian kurikulum ini juga harus memuat vist internasional dalam arti
kit harus melihat kemajuan-kemajaun negara lain (m:inimal ASEAN) agar kita bisa
mengambangikan keungguian dan daya saing dan sumoer daya manusia vang akan
dihasilkan

Maka nanti masing-masing daerah di Indonsia akan meniliki pola pendidikan yang
beragam dengan standar yang sama baikiya. Daerah Propinsi Riau, sebagai contoh
mungkin akan mengembangkan pola pendidikan yang menckankan pada hal-hal yang
berhubungan dengan aspek pertambangan minyak bumi. Propinsi di Kalimantan akan
mengetnbangkan pendidikan dengan penekakan pada pertambangan Batubara. Propinsi
Jawa Barat. DKJ Jakarta dan Jawa Timur memusatkan pada dunia Industri berat dan ringan
dan Sumatera Barat mungkin akan memusatkan orientasi pendidikanya pada dunia industri
jasa, agribisnis, pariwisata dan lain-lain sebagainya. Akhimya akan terjadi nilai
lebif/pusat keunggulan dari pola pendidikan vang dikembangkan oleh berbagai daerah
otonom. Mauka nanti suatu ketika anak didik di Indonesia akau memilki pilihan yang
banyak sekali terhadap pendidikan yang dingini sesuat dengan bakat dan talenta yang
dimilikinva.




Scorang peserta didik vang ingin mendatami pertambangan minyak bumi. maka ia akan
datang ke kota Pekanbaru. belajar Batubara ke kalimantan. belajar perkapalan ke Surabava
dan belajar indsutri jasa ke Padang. Denikiantah otonomi pendidikan dengan kurikulum
berbasis kompetensi akan welahirkan diversifikasi peadidikan sesuai dengan potensi dan

keadaan otonomi dearah vang ada

Demikian juga kiranva didalam gam propinsi. Daerah otonom (Kabupaten dan Fota) juga
akan memtiliki program pendidikan vang spesifik tanpa melupakan kompetensi standar
secara nasional. Di Propinsi Sumatra Barat. sebagat contoh. mastng-masing daerah otonom
bisa mengembangkan program pendidikan sesuai dengan potensi daerah. Kota Padang,
mungkin akan mengembangkan pendidikan vang berorientasi pada perikanan laut,
perdagangan, industri dan jasa. Sewentara Kabupaten Tanal: Datar, mungkin aken
mengembangkan programn pendidikan yang berorientasi pada pertanian dan agribisnis. Anak
didik di Tanah Datar tidak perlu mendalaumi perikanan laut. karena di Tanah Datar tidak
ada laut dan demikian pula sebaltknya. mak didik kota Padang tidak periu mendalami
bagaimana bertanam pisang, karena kota Padang tidak punya tanah pertanian yang cukup
untuk itn. Demikianiah diversifikasi pendidikan vang mungkin dikembangkan memalus

kurikulm berbasis kompetens.

Akan tetapi smtuk mewnjudkan kurikulum berbasis kompetensi, yang menurut rencana akan
diberlakukan mulai tahun tahu ajaran 2003, mempunyai (antangan-tantangan yang tidak
kecil. Sekolah bersama dengan pemerintahan daerah difuntut menjabarkan standar nasional
menjadi silabus, materi ajar. buku ajar dan buku teks untuk setiap mata pelajaran. Ini

adalah pekerjaan vang sangat berat bagi selolah dan pemerintahan kota atan kabupaten.
Oleh sebab itu mulai dari sekarang sekolah dan pewerintahan daerah sudah harus
mengambil ancang-ancang untuk menyambut hal ini secara serius dan sungguh-sungguh.
Untuk itu sekolah dan pemerintahan kota afav kabupetan hendaknya bisa menjalin kerjasama
dengan Perguruan Tinggi yang ada di daerall masing-masing, karena Perguruan Tinggi
dianggap memiliki sumber daya nanusia yang bisa membantu memacahkan masalah ini

dengan baik.



C. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dan Otonomi Daerah

Datam pelaksanaan otonomi daerah. manajemen pendidikan hendaknya dibuat secara tokal
(local management of school). Levacic (1990} mendifimsikan manjemen lokal adatah
manjeman sebuah sekolah dimana sekolali itu diberi kekuasaan dan wewenang untuk
membuat keputngan untuk menjalankan pendidikan teymasuk didalamnya kerikulum. tajuan
penddikan, anggaran, strategi menagajar dan akuntabilitas. Di Inggeris, sebagai contoh,
kebijaksanaan pendidikan di sekolah dibuat oleh guru. kepala sekolah, governing body,
dimana dalam governing dodv adalah perwakilan orang tua, wakil inasyarakat dan
komponen lain vang ada dalam masyarakat. Hal vang sama juga dipraktekan di Sctandia
Baru dimana badan yang bemnaina e Soard of Trustees yang anggotanya terdiri dart
orang tua, guru, wakil masyarakat berwenang membuat kebijaksanaan pendidikan di
sekolah vang dituangkan kedalam sebuah dokumen yang disebut The School Charter
(MacPherson, 1993). Maka di Selandia Iary, kurikulum sckolah, tujuan sekolah, anggaran
dan akuntabilitas semuanya didasarkan pada apa yang tertvang dalam school charter

tersebut.

Tadi scioal based management adaiah pola pembuatan kebijaksanaan pendidikan secara
lokal dan tentu tetap berpedoman kepada standar nasional vang telah ada Dengan demikian
mavarakat loka!, orang tua dan guru betul-betul diberi kesempatan uatuk berpartisipasi
merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program pendidikan secara lokal. Kemudian
sekolah harus akuntabel kepada orang tha dan mayasrakal sekitar, sehingga kwalitas
pendidikan bisa dikontrol secara jelas. (:rang tua dun manyarakal yang tergabung dalam
eoverrning body (Inggeris) atau the Boa»d of Trustees (Selandia baru) menjalankan
fugasnya dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai contoh, orang tna dan
masayarakat dapat mengontrol kevangan sckelah. menggantt kepala sekolah. menghukum
ouru. mengangkat guru dan sebagainya. |’engan demikian akan lahirfah pendidikan yang
berkwalitas dan responsit'terhadap kebutuhan masyarakat dalam segala lapangan
kehiclupan.



1. Kesimpulan

Kurikulum berbasis kompetrensi adalah kurikulum vang berisikan seperingkat kemampuan
siswa yang harus dicapa: pada setiap jenjang pendidikkan. mata pelajaran dan pokok
bahasan di sekolah. Kompetensi tersebut diwujudkan pada kurikulum nasional yang
berisikan standar nasional nntuk menjadi acuan bagi pemermtah daerah otonom yaitu
Kabupaten dan Fola. Kurikulum berbasix kompetensi sangat memungkinkan tahirnya
diversivikasi pendidikan karena masing-masing daerah otonom dapat memasukan spirast,
potensi, misi. visi daerah kedalam kurikulum sekolah tanpa melupakan damn tetap
mepedomani standar nasional sebagat acuan. Hal ini akan lebih mungkin jika diterapkan
manajemen berbasis sekolah (school based management or local management of school)
karena pola ini memberi kesempatan setiap nnsur masyarakat dan sekolah untuk

berpartisipasi dalam merumuskan program pendidikan




Daftar Pustaka

Brady, L. (1992) Curriciivn: Development, Syduey: Prentice Hall

Levacic. R {1992) Local Management of School: Aim. Scopeand impact, Educational
Management and Administration Vol 2002} pp.16-29

MacPherson. R.J.S. (1993) “Chatienging ‘Provider-Capture” With Radical Cahnge to
Educational Administration in New Zealand in Yvonne
Martin&RJS.MacPherson(eds) Restructiring Adnaristrative Policy in Publics
Schooling: Canadian and International Case Stud'v. Calgary:Detselig Enterprise
Ltd

Pusat Kurikulum Dikuas (2001) Perintisan { Piloting) Kuribulum Dalam Otoromi Daerah.
Lokakarva Penyusunan iurikuium Berbasis Kompetensi, Hotel Indo Alam.
('ipanas, 28-30 Me1 2001

Posner. George. J. {1998) ** Models of Cwriculum Planning” w London E. Beyer &
Michael W. Apple (Eds) The Curricalurm: Probiems. Politics and Possibiiities,
New York: State University of New York Press.

Undang-undang No.2/1989 tentang Sisten Pendidikan Nasional
Undang-indang No.22/1999 tentang (Monomi Daerah

Poraturan Pemerintah No.25 tentang Kewsnangan Pemerintrah dan ¥.ewenangan Propinsi
Sebagai daerah Otonom

Yulaelawati, E.(2001) Kurtkulum Berbasis Kompeterns dan Standar Nasional,
Lokakarya Penyusunan Kuriknlum Berbasis Kompetensi, Hotel Indo Alam.
Cipanas, 28-30 Mei 2001

Faiix
NIV, NEG
AR

- P N
PrRPUCTARR S

t
)

-

‘ ]‘._\"",.



